
Keputusan Menteri Pertanian 
No. 604/Kpts/Um/8/1982 
Penunjukan Areal Hutan Pulau Semama 
beserta Perairannya sebagai ������
������������(���) dan Penunjukan 
Areal Hutan Pulau Sangalaki beserta 
Perairannya sebagai �����������(��)

Instruksi Bupati Berau 
No. 60/2346-Um/XII/2001
Pengelolaan Penyu dan
Telurnya di Kabupaten Berau

Penetapan kawasan pesisir 
dan laut Berau sebagai 
������������������
�����(���) Kab.������

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Bupati 
No.31 Tahun 2005

•Pemerintah Daerah diamanatkan untuk 
menyusun perencanaan pengelolaan wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan 
kewenangannya yang mencakup kawasan 
konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
•Maka dari itu, penetapan KKL Kabupaten Berau 
perlu disesuaikan dengan ketentuan yang 
tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2007.

Pembentukan Tim Penyusun 
Rencana Strategis WP3K 
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Kabupaten Berau Provinsi 
Kalimantan Timur
Luas Kawasan 
285.548,95 Ha 

KEPMEN Kelautan dan 
Perikanan 
No. 87/KEPMEN-KP/2016

SK Bupati BERAU
No. 550 Tahun 2015

2015

2016

2018

Rencana Pengelolaan 
TPKD Tahun 
2015 –2035 

Perda kabupaten Berau 
No. 8 Tahun 2014

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, terdapat 
perpindahan kewenangan pengelolaan wilayah 
perairan ke tingkat provinsi. Oleh karena itu, RZWP3K 
Kabupaten Berau akan menjadi bagian dari RZWP3K 
Provinsi Kalimantan Timur.

RZWP3K Kabupaten Berau (2009-2011)

SK Kadis KP No. 800/A.2/3450/2014
Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD DKP 
Kabupaten Berau

SK Bupati Berau No. 
202 Tahun 2014

Luas Kawasan 
± 285.266 Ha

Perubahan Lampiran Keputusan Bupati 
No. 516 Tahun 2013 tentang 

Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman 

Pesisir Kepulauan Derawan (TPKD)

SK Gubernur Kaltim
No. 523.13/K.103/2018
Satuan Tugas KKP3K KDPS
Pembentukan Satgas pengelolaan KKP3K 
KDPS dengan personil yang terdiri dari:
Biro Hukum Provinsi Kaltim, Biro Ekonomi 
Provinsi Kaltim, Dinas Kelautan Perikanan 
Provinsi Kaltim, Dinas Peikanan Berau, 
Universitas Mulawarman, dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat.

Luas Kawasan 
1.222.988 Ha

UU No. 27 Tahun 2007

Posisi strategis
Kabupaten Berau berada 
dalam Bentang Laut 
Sulu Sulawesi yang 
termasuk dalam 
kawasan Segitiga 
Terumbu Karang��
Perairan Berau 
merupakan kawasan 
perairan dengan 
keanekaragaman hayati 
yang tinggi dan 
merupakan jalur migrasi 
biota laut penting 
dengan nilai ekonomis 
tinggi. 

Perairan di sekitar Kabupaten Berau memiliki keanekaragaman hayati tinggi untuk 
menunjang penghidupan masyarakat lokal, serta memiliki nilai penting dalam 
pengembangan sektor pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Keanekaragaman 
hayati yang menjadi ciri khas perairan di sekitar Kabupaten Berau diantaranya:

Kehidupan masyarakat setempat bergantung pada sumber 
daya laut, terutama di bidang perikanan sebagai mata 
pencaharian utama.

Pengetahuan tradisional atau kearifan lokal berdasarkan 
interaksi masyarakat dengan alam yang telah diwariskan 
secara turun-temurun seperti praktik perikanan tradisional, 
kemampuan memperkirakan musim dan cuaca, serta 
pengetahuan dalam memanfaatkan bermacam biota laut 
bermanfaat untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya.

KOMPONEN Ekologi

KOMPONEN Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Beranekaragam 
ikan karang yang 
unik dan bernilai 
ekonomis tinggi

Lokasi peneluran  
penyu hijau (���������

�����) terbersar di 
Asia Tenggara

Hutan mangrove yang luas 
dan asri sebagai habitat 

bekantan (����������������), 
satwa endemik Kalimantan 

Habitat ubur-ubur 
tanpa sengat, di 

Pulau Kakaban

Lembar Sosialisasi ini didukung oleh:

Pengelolaan KKP3K KDPS dilakukan dengan membagi pemanfaatan kawasan melalui 
sistem zonasi yang terdiri dari:

Zona Inti

Zona Pemanfaatan Terbatas

Zona LainnyaSub Zona 
Perlindungan dan 

Ekowisata
Mangrove

Sub Zona
Pariwisata

dan Perikanan
Berkelanjutan

Kawasan yang memiliki
kondisi alam yang

masih dalam kondisi
baik, diperuntukkan bagi
perkembangbiakan ikan

dan biota laut lainnya
dengan tujuan sebagai

sumber cadangan
pangan bagi masyarakat.

Berfungsi menjaga
keberlangsungan

kehidupan biota laut dan
ekosistem pesisir untuk

keperluan pariwisata
dan kegiatan perikanan

yang berkelanjutan,
demi menunjang

kesejahteraan 
masyarakat.

Berfungsi memastikan
perlindungan

menyeluruh terhadap
Ekosistem Mangrove

yang mendukung
penghidupan

masyarakat dan
kegiatan-kegiatan

ekowisata di wilayah
tersebut.

Dapat dimanfaatkan
dengan prinsip ramah

lingkungan dan
berkelanjutan untuk
kegiatan Perikanan

Tradisional, Perikanan
Budidaya dan Perikanan
Skala Menengah dengan

pengaturan tertentu.

Ekosistem terumbu karang 
dengan spesies karang 

terbanyak kedua di dunia 
setelah Raja Ampat

SK Bupati Berau 
No. 516 Tahun 2013

2001

UU No. 23 tahun 2014

Konservasi Sumber Daya Ikan

Jalur migrasi 10 
spesies �������

(mamalia laut) dan 6 
spesies penyu

BERAU

Pemerintahan Daerah
•Perubahan kewenangan pengelolaan 

kawasan perairan dari pemerintah Kabupaten 
kepada pemerintah provinsi.

•Masa transisi perpindahan kewenangan 
dilakukan sampai dengan Oktober 2016.
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FILIPINA

kepulauan

LINI MASA kawasan konservasi perairan berau
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Pengelolaan KKP3K KDPS

KKP3K KDPS terbagi ke dalam jenis kawasan: 

Taman Pesisir seluas 

151.859,57 Ha
 Taman Pulau Kecil seluas 

133.689,38 Ha

PERMEN-KP NO. 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Perairan

Pengelolaan KKP3K KDPS dilakukan dengan kemitraan antara
satuan unit organisasi pengelola KKP3K KDPS bersama kelompok 
masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, perguruan tinggi 
dan LSM. 

Pengelolaan dengan kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan 
KKP3K KDPS, membangkitkan rasa memiliki dan keterikatan antar pemangku kepentingan,
sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi  KKP3K KDPS 
dan pengelolaan KKP3K KDPS secara efektif dan berkelanjutan.

285.548,95 Ha
Total luas KKP3K KDPS

Segitiga Terumbu 
Karang 

Pulau Derawan dan Sangalaki 
ditetapkan sebagai kawasan 
perlindungan penuh untuk 
Penyu dan telurnya.

Luas Kawasan 
SMS 220 Ha 
TL 280 Ha

Surat Persetujuan DPRD
No. 170/358/DPRD II/XII/2005

yang disetujui oleh DPRD Berau melalui

Sebagai acuan dalam pengelolaan kawasan 
konservasi perairan.

Luas Kawasan 
± 285.266 Ha

Menambahkan pengelolaan TPKD sebagai salah satu 
tugas pokok dari UPTD Kelautan dan Perikanan 
Wilayah II, III, IV, dan V.

KKP3K KDPS dikelola melalui kemitraan sebagaimana diatur dalam: 

MISI KKP3K KDPS
1. Mengatur tata guna wilayah pesisir dan laut secara efektif dan mengembangkan 

upaya pemanfaatan sumberdaya di KKP3K KDPS yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. 

2. Membangun kapasitas kelembagaan dan fungsi  KKP3K KDPS.
3. Menerapkan sistem pengelolaan KKP3K KDPS secara kolaboratif yang 

melibatkan para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam rangka mendukung 

pengelolaan KKP3K KDPS dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan 
masyarakat.
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VISI KKP3K KDPS
"Terwujudnya  Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan 

Derawan  dan perairan sekitarnya yang menjamin kelestarian ekosistem pesisir 
dan laut guna menunjang pariwisata dan kesejahteraan masyarakat”

©YKAN

©TNC

Surat gubernur 
kalimantan timur
no.523/336/EK
PERIHAL DUKUNGAN 
USulan penetapan tpkd

Dukungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan TImur agar TPKD 
diproses lebih lanjut sebagai 
kawsasan konservasi sesuai 
dengan perundang-undangan 
yang berlaku.

2004

SK Bupati No. 70 
Tahun 2004
Penetapan Pulau
Kakaban sebagai 
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